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PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/17/PBI1/2013 TENTANG TRANSAKSI SWAP

LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA
(Peraturan Gubernur Bank iIndonesia Nomor 18/13/PB1/2016,
tanggal 10 Agustus 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menirpbang :

a. bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai
dan memelihara kestabilan nilai Rupiah;

b. bahwa untuk mendukung kestabilan nilai Ru-
piah dibutuhkan pendalaman pasar valuta asing
domestik yang salah satunya dilakukan melalui
pengembangan transaksi swap dalam rangka
lindung nilai kepada Bank Indonesia;

¢. bahwa untuk menjaga integritas dalam transaksi
swap lindung nilai kepada Bank Indonesia periu
dilakukan harmonisasi atas pengaturan acuan
pengenaan sanksi yang sejalan dengan perkem-
bangan kebijakan moneter Bank Indonesia;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢,
perlu melakukan perubahan ketiga atas Peraturan
Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 tentang
Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indo-
nesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Bank !ndonesia (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun. 1999 Nomor 86; Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peng-
ganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7; Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4962);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang
Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lem-

baran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Namor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik |
Indonesia Nomoar 3844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBA-
HAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/17/PBIf2013 TENTANG TRANSAKSI
SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA.

Pasal |
Ketentuan Pasal 15 dalam Peraturan Bank

Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi

Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia (Lemba-

ran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5480) sebagaimana telah beberapa kali diubah

dengan Peraturan Bank Indonesia:

a. Nomor 16/19/PBI/2014 (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-
mor 5583);

b. Nomor 18/8/PBI/2016 (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2016 Nomor 94, Tambah-
an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5881},

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 15

(1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 6 ayat {5},
Pasal 6 ayat {6), Pasal 7 ayat (1), dan/atau Pasal
7 ayat (3) dikenakan sanksi berupa:

a. teguran tertulis; dan

b. kewajiban membayar sebesar 0,1% (nol
koma satu persen) dari nilai Transaksi Swap
Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dalam
denominasi Rupiah dengan menggunakan:
1. kurs JISDOR untuk Transaksi Swap Lind-
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kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak
yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 4 Undang-Undang

Pajak Penghasilan, maka keuntungan karena pen- .

galihan tersebut bukan merupakan objek pajak
dan tidak terutang Pajak Penghasilan. Termasuk
dalam pengertian hibah adalah wakaf.
Huruf d

Pengalihan harta berupa tanah dan/atau ban-
gunan karena warisan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b Undang-Undang
Pajak Penghasilan, bukan merupakan objek pajak.

Pada prinsipnya yang dikenai Pajak Peng-
hasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini
adalah pihak yang melakukan pengalihan. Dalam
hal waris, pihak yang melakukan pengalihan
(pewaris) sudah meninggal dunia, sehingga dike-
cualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan ber-
dasarkan Peraturan Pemerintah ini. Pengecualian
tersebut diberikan karena kewajiban subjektif dari
pewaris sudah berakhir sejak pewaris meninggal
dunia.
Huruf e

Pada dasarnya nilai perclehan atau pengalihan
harta yang dialihkan dalam rangka penggabun-
gan, peleburan, atau pemekaran usaha adalah
jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diteri-
ma berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan
lain oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Pa-
jak Penghasilan yaitu atas dasar nilai sisa buku
(pooling of interest). i

Apabila badan melakukan pengalihan harta
berupa tanah dan/atau bangunan dalam rang-
peleburan, atau pemek-
aran usaha, sepanjang telah ditetapkan Menteri

ka penggabungan,

Keuangan untuk menggunakan nilai buku, maka
pengalihan tersebut dikecualikan dari kewajiban
pembayaran Pajak Penghasilan.
Huruf f

Perjanjian bangun guna serah, bangun serah
guna, atau pemanfaatan barang milik negara beru-
pa tanah dan/atau bangunan adalah merupakan
perjanjian pemanfaatan tanah, vaitu bentuk per-
janjian yang menyatakan bahwa pemegang hak

atas tanah memberikan hak kepada investor un-
tuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian
dan investor akan mengalinkan bangunan terse-
but kepada pemegang hak atas tanah setelah
masa pemanfaatan berakhir. :

Perjanjian kerja sama dimaksud dapat dilaku-
kan antara swasta dengan swasta atau swasta
dengan Pemerintah. Termasuk swasta adalah
badan usaha milik negara dan badan usaha milik
daerah.

Huruf g

Orang pribadi atau badan yang tidak termasuk
subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat {1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan
unit tertentu dari badan Pemerintah yang dikecu-
alikan dari subjek pajak sehagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b Undang-Undang
Pajak Penghasilan yang metakukan pengalihan
harta berupa tanah dan/atau bangunan, dikecu-
alikan dari kewajiban pembayaran Pajak Penghas-
ilan.

Pasal 7

Terhadap pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan yang dikecualikan dari pengenaan Pa-
jak Penghasilan, Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional tidak perlu
meminta kelengkapan berupa Surat Setoran Pa-
jak atau basil cetak sarana administrasi lain yang
disamakan dengan Surat Setoran Pajak. Namun
demikian, untuk pengecualian atas pengenaan
Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional harus dibuktikan den-
gan adanya Surat Keterangan Bebas yang diter-
bitkan Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 8 s/d Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5918
(BN)
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(2)

)

(4)

ung Nilai kepada Bank Indonesia dalam Do-
lar Amerika Serikat terhadap Rupiah; dan/
atau

2. kurs tengah transaksi Bank Indonesia un-
tuk Transaksi Swap Lindung Nilai kepada
Bank Indonesia datam valuta asing selain
Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah,
pada tanggal transaksi.

Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) huruf b paling banyak sebe-
sar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah} per
Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indo-
nesia.
Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 11 huruf ¢ dan/atau Pasal
12 avat {1) dikenakan sanksi berupa teguran ter-
tulis.
Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan/atau Pasal
13 ayat (3) dikenakan sanksi berupa:
a. teguran tertulis; dan
b. kewajiban membayar
dasar:

1. rata-rata suku bunga efektif Fed Fund yang
berlaku selama periode keterlambatan dit-
ambah margin sebesar 200 (dua ratus) ba-
sis point dikalikan nominal transaksi dika-
likan hari keterlambatan dibagi dengan 360
(tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian
kewajiban pembayaran dalam valuta Dolar
Amerika Serikat; ,

2. rata-rata suku bunga kebijakan Bank Indo-
nesia yang berlaku selama periode keter-
lambatan ditambah margin sebesar 350
{tiga ratus lima puluh) basis point dikalikan
nominal transaksi dikalikan hari keterlam-
batan dibagi dengan 360 {tiga ratus enam
puluh) untuk penyelesaian kewajiban pem-
bayaran dalam Rupiah;

3. rata-rata suku bunga yang dikeluarkan
aoleh bank sentral atau otoritas moneter
di negara valuta yang bersangkutan (of-
ficial rate) yang berlaku selama periode
keterlambatan ditambah margin sebesar
200 (dua ratus) basis point dikalikan nomi-
nal transaksi dikalikan hari keterlambatan
dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh)
untuk penyelesaian kewajiban pembayaran
dalam valuta asing selain Dolar Amerika
Serikat.

yang dihitung atas
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(5)

(6}

{7)

(8)

(9)

Penyelesaian sanksi kewajiban membayar se-
bagajmana dimaksud pada ayat (1} huruf b di-
lakukan melalui pendebetan rekening giro Rupiah
Bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia. _
Penyelesaian sanksi kewajiban membayar seb- |
agaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka

1 atau angka 2 dilakukan melalui pendebetan rek- |
ening giro valuta asing atau rekening giro Rupiah '
Bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia.
Penyelesaian sanksi kewajiban membayar seb-
agaimana dimaksud pada ayat {4) huruf b angka |
3 dilakukan melalui pendebetan rekening giro Ru- |
piah Bank yang bersangkutan pada Bank Indone- '
sia dengan konversi nilai ke Rupiah menggunakan
kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal peny-
elesaian transaksi.

Bank Indonesia dapat mengubah besaran margin
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penge-
naan sanksi dan perubahan besaran margin seb-
agaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam
Surat Edaran Bank Iindonesia.

Pasal |l
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku

pada tanggal 19 Agustus 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-

tahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Re-
publik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2016
GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LACLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 173

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
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NOMOR 18/13 / PBl/ 2016
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/17/PBI/2013 TENTANG TRANSAKS!
SWAP LINDUNG NILAI
KEPADA BANK INDONESIA

. UMUM :

Dalam upaya mendukung pendalaman pasar
valuta asing domestik dalam kondisi masih terba-
tasnya instrumen swap di pasar keuangan dengan
jangka waktu menengah panjang, Bank Indonesia
menyediakan instrumen swap Lindung Nilai bagi
pelaku pasar domestik yang diharapkan dapat
membantu pengelolaan likuiditas dan pemeli-
haraan stabilitas nilai tukar Rupiah. Bank Indo-
nesia secara berkesinambungan terus melakukan
pengembangan Transaksi Swap Lindung Nilai ke-
pada Bank Indonesia. Pengembangan terkini atas

Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indo- |

nesia dilakukan sejalan dengan kebijakan Bank
Indonesia dalam mereformulasi suku bunga kebi-
jakan yang bertujuan untuk meningkatkan efek-
tivitas transmisi kebijakan moneter. Suku bunga
kebijakan Bank Indeonesia digunakan sebagai acu-
an dalam pengenaan sanksi atas Transaksi Swap
Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dalam upaya
untuk menjaga integritas dalam Transaksi Swap
Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Pasal 15
Avyat (1) s/d Ayat (3)
Cukup jelas.
Avyat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Angka 1 ‘

Yang dimaksud dengan “rata-rata suku bunga
efektif Fed Fund” adalah rata-rata suku bunga
efektif Fed Fund pada 1 (satu) hari kerja sebelum
tanggal terjadinya pelanggaran.

Angka 2 :

Yang dimaksud dengan “suku bunga kebi-
jakan Bank Indonesia”. adalah Bank Indonesia
7-day Reverse Repo Rate (Bl 7-day Repo Rate).
Angka 3

Cukup jelas.

Ayat (b) s/d Ayat (9}

Cukup jelas.
Pasai Il

Cukup jelas.
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